
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR: ? 13 TcJ"UNJ mS"
TENTANG:

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Majalengka dapat berdaya guna dan
berhasil guna, perlu disusun Uraian Tugas Jabatan
untuk para Pemangku Jabatan Struktural;

b. bahwa Uraian Tugas Jabatan tersebut pada huruf a,
memuat rincian tugas yang merupakan salah satu
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para
Pemangku Jabatan Struktural dalam pelaksanaan
tugas pokoknya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan
b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati Majalengka Tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural Dinas Daerah Kabupaten Majalengka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Iingkungan
Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 );

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890 );



3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389 );

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015 ) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016 ), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98
Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4192);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4017 ), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4193 );



Menetapkan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018 ),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4194);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4262 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263 );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27
Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Majalengka ( Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27,
Seri D );

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29
Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Majalengka ( Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29,
Seri D);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL DINAS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang ada di Kabupaten Majalengka ;

3. Bupati adalah Bupati Majalengka;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majalengka;

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang
Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah
Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

7. Tugas pembantuan adalah penugasan dari
Pemerintah kepada Daerah danjatau Desa dari
pemerintah provinsi kepada kabupaten danjatau
Desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa
untuk melaksanakan tugas tertentu;

8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
Peraturan Perundang - undangan;

9. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas
batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan
Pemerintahan yang meliputi bidang - bidang
ketentraman, ketertiban, politik, koordinasi,
pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang
tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan
tidak termasuk urusan rumah tangga daerah;



11. Perangkat Daerah adalah organisasij lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah
yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;

12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi
Daerah;

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana
operasional Dinas Daerah;

14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang
menunjukan tugas tanggungjawab, wewenang dan
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin suatu satuan Organisasi Negara.

15. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan
atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas
pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam
kondisi tertentu

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal2

Kedudukan Pemangku Jabatan Struktural Dinas Daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka.

BAB III
URAIAN TUGAS

Pasal3

Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah
Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal4

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini
akan ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan
Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya
dalam Serita Daerah Kabupaten Majalengka.

Majalengka

SUPATI MAJALENGKA,

,
j TUTTY HAYATI ANWAR
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